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ASPEK HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum
1. Pengertian Kesadaran
a. Arti Kesadaran
Beberapa pengertian kesadaran menurut para ahli, yaitu:
1) Menurut Zeman menguraikan bahwa kata consciousness

(kesadaran) beragaffaMmBahasa latin conscio yang dibentuk dari

kata curg arig\yéﬁrﬁ/@ J'|((¥.n

dan scio yang berarti know

2) cara psikologis dengan

.-E!&
mempulerkaq ﬁabsﬂ\]( trastyf untuk membandingkan
kesadaran dengan KetldakSadaran. Kesadaran itu bersifat lambat
sebab terkait dengan keterbatasan kapasitas baik dalam memori,
perhatian selektif maupun sistem serial. Sedangkan ketaksadaran
bersifat cepat dan paralel. Hal ini merupakan teka-teki sebab

kesadaran dan ketaksadaran keduanya merupakan aspek otak.

Menurut Baars teka-teki tersebut dapat dijawab dengan

" Dicky Hastjarjo, 2005 “Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness),” Buletin Psikologi vol.
13, him. 80.
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menyatakan bahwa kesadaran merupakan pintu gerbang kedalam
sumber pengetahuan yang tidak disadari.*®

3) Menurut Yontef kesadaran merupakan salah satu bentuk
pengalaman, didalamnya terdapat kewaspadaan terhadap
peristiwa penting yang dialami diri individu dalam interaksinya

dengan lingkungan.*®

Dalam penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa,

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan,

b.
2) Kesadaran Aktif
Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami
makhluk hidup dalam Kkehidupannya, yang mana ia selalu
mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada.
' Ibid, him. 83.

16 yusuf Ratu Agung, 2013 “Meningkatkan Kesadaran Perilaku Sehat Berbasis Komunitas”, vol.
10, him. 28.

7 |lham Aulia Fahmy, 3 Pengertian Kesadaran Menurut Para Ahli, Jenis, dan Fungsinya, diakses
dari https://www.indonesiastudents.com/4-pengguna-kesadaran-menurut-para-ahli-dan jenisnya-
lengkap/, pada tanggal 29 September 2022
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c. Fungsi Kesadaran

Ada beberapa fungsi kesadaran yang diungkapkan oleh Baars dan Mc

Govern (1996), yaitu:'®

1) Fungsi konteks-setting, yakni fungsi dimana sistem-sistem
bekerja untuk mengidentifikasikan konteks dan pengetahuan
mengenai sebuah stimuli yang datang kedalam sebuah memori.
Fungsi ini berperan menjernihkan pemahaman mengenai stimulus
yang bersangkutan.

2) Adaptasi dan pegae®tagaran, fungsi ini mengendalikan bahwa

3)

LA

-
=
i
)

)
i
Y

4) ' Fe] Fdi fadaran memasuki sistem

5) [ an dan fungsi eksekutif, fungsi ini
berperan membawa informasi dan sumber daya keluar dari
ketidaksadaran untuk membantu pengambilan keputusan dan
penerapan kendali.

6) Deteksi dan penyuntingan kekeliruan, fungsi ini berfokus pada
kesadaran yang memasuki sistem norma kita sehingga kita dapat

mengetahui saat kita membuat sesuatu kekeliruan.

Bhttps://www.kompasiana.com/arditamerliyana/5528e7236ea8346d298b45b6/fungsi-kesadaran,
diakses pada tanggal 24 juni 2015, pada pukul 03:22 WIB
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7) Monitor diri, monitor diri dalam bentuk refleksi diri, percakapan
internal, dan imagery, membantu kita mengendalikan fungsi
kesadaran dan fungsi tidak sadar dalam diri Kita.

8) Fungsi pengorganisasian dan  fleksibelitas, fungsi ini
memungkinkan kita mengandalkan fungsi-fungsi otomatis dalam
situasi yang telah diprediksikan namun sekaligus memungkinkan
kita memasuki sumber-sumber daya pengetahuan yang
terspesialisasi dalam situasi-situasi yang tidak terduga.

2. Pengertian Hukum

a. Arti Hukupa

manusia senantiasa

v &
Perkemngﬁq upa& u
&N terja mﬁ Heﬁl}ihan tej

dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal

ang apa yang di maksud

Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang
menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu
hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari
satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum

pada hakekatnya bersifat abstrak.
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Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para

pakar:®

1) Prof. Mr. E.M. Meyers dalam bukunya “De Algemene begrippen
van het Burgelijk Recht”, hukum ialah semua aturan yang
mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah
laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi
penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

2) Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota

3)

Dengan demikian beberapa rumusan definisi diatas yang dibuat

oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum.
Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda
beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-
pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu

berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

19 €. s. T. Kansil, 2018, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, him. 36.
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b. Tujuan Hukum

Berkenan dengan tujuan hukum. Ada beberapa pendapat sarjana

ilmu hukum yang diantaranya ialah sebagai berikut:*

1)

2)

3)

4)

5)

Prof. Subekti, S.H., mengatakan bahwa, hukum itu mengabdi pada
tujuan negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan
kemakmuran dan kebahagian pada rakyatnya.

Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya “Inleiding tot de
studie van het Nederlandse recht” mengatakan, bahwa tujuan

hukum ialah menga pergaulan hidup manusia secara damai.

%‘

o Etigyada teori mengajagfen Bghwa hukum itu semata-

keadilan. Dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya
“kepentingan daya guna dan kemanfaatan™.

Bentham (Teori Utilitis), Jeremy Bentham dalam bukunya,
“Introduction to the morals legislation” berpendapat bahwa hukum
bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi

orang.

20 1hid, him. 40
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6) Prof. Mr J. van kan, mengatakan bahwa, hukum bertujuan menjaga
kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu
tidak dapat diganggu.

c. Sistem Hukum
Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan
pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum
mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu
kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang

berhubungan satu samgse

igikan sistem sebagai suatu

hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya
materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur
hukum berarti lembaga pelaksana hukum.?

Fuller meletakkan ukuran apakah Kita suatu saat dapat berbicara
mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang

dinamakannya principles of legality yaitu:

2L sudikmo Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, him. 30.
22 Lawrence Meir Freidmen , 2001, American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika
(terjemahan Wisnhu Basuki), Jakarta: Tata Nusa Jakarta, him. 43.
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1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.

2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

3) Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila
yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai
untuk menjadi pedoman tingkah laku.

4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di
mengerti.

5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang

bertentangan satu sggae

6) ‘ '™, mengandung  tuntutan  yang
7) Wi &la Rt engubah peraturan

8) H R e di Undangkan dengan

9
l mengé[akﬁ, UaﬁN‘g

itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi adanya suatu sistem

Fuller sendi kedelgban asas yang di ajukannya
hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem
hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas

tertentu.

3. Pengertian Kesadaran Hukum
a. Arti Kesadaran Hukum

Ada beberapa pendapat para ahli tentang kesadaran hukum, antara lain:
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1) Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti
kesadaran tentang apa seyogyanya dilakukan atau perbuat atau
yang seyogyanya yayng tidak dilakukan atau perbuat terutama
terhadap orang lain.?®

2) Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-
nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada
atau tentang hukum yang diharapkan ada.?

3) Menurut Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti

kesadaran hukum. cholten menyatakan bahwa, Kesadaran

cAl'l. I*IE_.."'

at didimglilkan bahwa Kesadaran

Iéﬁden etabs
hukum m? up‘ai
yang seharusnya difaRorarroan udak dilakukan terhadap hukum, serta
penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Kesadaran hukum sering
dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan
efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai
yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang

hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas.

» Hamda Sulfinadia, Loc. Cit.
% Hamda Sulfinadia, Loc. Cit.
? Ellya Rosana, Loc. Cit.
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b. Indikator Kesadaran Hukum
Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran
hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relative kongkrit tentang
taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa®®:

1) Pengetahuan Hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-
perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum
yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang
tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang

oleh hukum maupu Malku yang diperbolehkan oleh hukum.

e RSy

uran- aﬂr@ tew{entu, misalnya adanya

2) empunyai pengetahuan dan

(LG

En
"*-u.-:;‘?-"f!-w

3) Si uku*}q se&cﬁrﬁw%mpu yai kecenderungan untuk

mengadakan penitare erhadap hukum.
4) Perilaku Hukum, dalam suatu masyarakat warganya mamatuhi
peraturan yang berlaku.
Keempat indikator diatas sekaligus menunjukkan tingkatan-
tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya.

Apabila seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa

tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi hika seseorang telah

% Laurensius Arliman, 2015, Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Hukum, Yogyakarta:
Deepublish, him. 226

24



berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah
tinggi.
c. Usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum
Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum, ada dua
tindakan pokok yang dapat dilakukan, yaitu:*’
1) Tindakan (Action)
Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat
dilakukan berupa Tindakan drastik, yaitu dengan memperberat

Bsgdengan lebih mengetatkan pengawasan

atau dengan lebih

& persitat insidentil dan kejutan, kiranya
bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu
lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban tetapi
kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak
mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat

insidentil saja. Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui

2" 1bid, him. 229
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2)

kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita
pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran
hukum masyarakat.
Pendidikan (Education)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun
nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam
pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang

bagaimana menjadiw®Pggapegara yang baik, tentang apa hak serta

gan hukum, sedang hukum adalah
produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu "blueprint of
behaviour” yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang
harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang diarang. Dengan
demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan
dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang
ditanamkan dalam pendidikan tentang kesadaran hukum. Ini tidak

hanya berarti mengenal undang-undang saja, tetapi mentaatinya,
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melaksanakannya, menegakkannya, dan mempertahankannya.
Lebih lanjut ini berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam
pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban
hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus
bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain.
Suatu pengertian yang pada hakekatnya sangat sederhana, tidak
"bombastis”, mudah dipahami dan diterima setiap orang. Sesuatu
yang mudah dipahami dan diterima pada umumnya mudah pula

untuk menyadarkan geffgengamalkannya.

untuk mencapai kesera etertiban dengan ketentraman demi
keadilan
B. Mayarakat
Beberapa arti masyarakat menurut para ahli, yaitu:*®
Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-

individu/ orang yang hidup Bersama, masyarakat disebut dengan “society”

artinya adalah interaksi social, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan,

8 Donny Prasetyo, Irwansyah, 2020, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya, Dinasti Review,
vol. 1, him. 164

27



berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal
dari kata Bahasa arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpatisipasi).
Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu stuktur yang mengalami
ketegangan organisasi atau maupun perkembangan karena adanya
pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi
menurut (Karl Marx).

Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu kenyataan yang
obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan

anggota-anggotanya, masyargka®™sgbagai sekumpulan manusia yang hidup

kKR C
‘,.{‘““E 8P F
kansgyatu kesat gakan suatu system hidup

bersama, bercampuy# p lama, mereka sadar bahwa

mereka meruga

bersama.

anwa masyarakat adalah suatu system
dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai
kelompok, penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-
kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama
untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga mengasilkan suatu adat
istiadat.

Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok

manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka
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dapat mengatur diri mereka dan menganggap dari mereka sebagai suatu
kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama
yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah,
identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan persamaan kesatuan yang
diikat oleh kesamaan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat
merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan

sosial. Mereka mempunyai «®sgaan budaya, wilayah dan identitas,

kesamaan.

C. Perkawing

.L'

[EEN
JY)
D
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(=]
D
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Q)
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-
D
: "\."'l-:'-..ﬂ‘!"'

Vi

'k o

memelihara anak-anak™ ye anirkan dari perkawinan tersebut dan
mendidik anak itu menjadi anggota masyarakat yang sempurna
(berharga/volwaarding).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah
hidup bersama dari seorang laki—laki dan seorang perempuan yang

memenuhi  syarat-syarat tertentu.’® Sedangkan menurut Soebekti,

2% Wiryono Prodjodikoro, 1984, Perkawinan Di Indonesia, Bandung: Sumur, him 7.
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perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk waktu yang lama.*

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat tidak semata-
mata bertarti ikatan antara seorang pria dan seorang wanita seabagai suami

isteri untuk memdapatakag unan dan membangun serta membina

golongan dengan tertibnya dan merupakn suatu syarat yang

menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu

tersebut.*?

2. Dasar Hukum Pengaturan Perkawinan
Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan

ini ialah segala sesuatu dalam bentuka aturan yang dapat dijadikan

%0 Subekti, 1992, Pokok-pokok Hukum Perdata, Bandung: PT. Intermasa, him 1.
3! Dewi Sulastri, 2015, Pengantar Hukum Adat, Jakarta: Pustaka Setia, him 132.
%2 Tholib Setiady, 2013, Intisari Hukum Adat Indonesia, Bandung: Cv Pustaka Setia, him 221.
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petunjuk oleh umat islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman
hakim di Lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan
perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan
perundang-undangan negara atau tidak.

Menurut hukum islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka
perlindungan terhadap orang islam dalam melaksanakan ibadah melalui
pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat pada Pasal 29 ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

"Negara menjamln
agamanya masmg mas#fig dan un

sigkaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
mperibadat menurut agamanya dan

.n
*I
Luar Jawa dgn ﬁqjﬂ S

mengatur tata %eg[a encaﬁt% ri?ah alfk dan rujuk tidak materi
perkawinan secara keseluruhan.

Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari
perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah ini
hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
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Diantara hukum perundang-undangan tersebut fokus diarahkan
kepada Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan
keseluruhanya terdapat dalam Undang-undang ini. Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari
beberapa materi Undang-undang No. 1 tahun Tahun 1974, sedangkan
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari
perkawinan.*

3. Asas-asas Perkawinan

spiritual dan material.

b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan
kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus

dicatatkan oleh petugas yang berwenang.

% Amir Syarifudin, 2006, Hukum perkawinan islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, him 20.
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c. Asas monogami terbuka
Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri lebih
dari seorang maka cukup seorang isteri saja.**

d. Asas Calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat
melangsungkan perkawinanan, agar mewujudkan tujuan perkawinan
secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat., sehingga
tidak berpikir kepada perceraian.

e. Asas mempersulit terjadinya perceraian

f. Asas keseimbangan hak dag aliban antara suami dan isteri, baik dalam

+11E

T,

BT

Al v
3N perkawvinan. 2

hukum yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum

Islam Tahun 1991 (selanjutnya disebut KHI) sebagai berikut.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP:
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaan itu”. Ayat (2) mengungkapkan: “Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

% Alquran Surah An-Nisa’ (4) ayat 3.
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Dalam garis hukum Kompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa
pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Oleh karena itu,
pencatatan perkawinan merupakan syarat administrative, sehingga

diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan perkawinan sebagai berikut.
Pasal 2 KHI

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad
yang sangat kuat atau mitsagan galidzan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 KHI

“PerkawinageBertujugn gt yudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, W@&aﬂu&n ra%?”

T4

D
G

“Perkawinan adalan san, apanila dilakukan menurut hukum islam
sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan”.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan merinci

mengenai peraturan Undang-Undang Perkawinan.*

4. Tujuan Perkawinan
Menurut Soedarsono, tujuan perkawinan adalah membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan isteri perlu saling

% zainuddin, 2006, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, him 7.
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membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadian, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental.*
5. Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan antara lakilaki

dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974 yang kini di perbaruai dalam Undang -Undang No

16 Tahun 2019 pada pasal 7 yang berbunyi “ Bahwa perkawinan hanya

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun

Adapun beberapa pendapatsa®™egnai perkawinan dibawah umur, yaitu:

a.
lam adalah pernikahan
belum WRlig. Jadi, bagi yang
pernikalfan sebelum itu, maka
lg@harfdi bawah umur.*’
b.

tersebut di sebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda
dan cara berpikir yang belum matang, serta ekonomi keluarga yang
belum dapat mencukupi. Dengan pikiran yang belum matang tentunya

pikiran juga masih labil, maka dari itu menikah di bawah umur

% Dewi Sulastri, Loc. Cit.
7 Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur” Vol.12, (Universitas
Samudra, Murandeh Aceh), him. 134
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menimbulkan dampak yang negative yang mana para pasangan muda
belum mampu mengatasi masalah dengan kedewasaan.*®
c. Menurut Sudut Pandang Kedokteran

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan dini yang
mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang
dilahirkan. Begitupun di tinjau dari sisi sosial, bahwa pernikahan di
bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi
yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan

hilangnya kontrol dalagasf®ayelesaikan permasalahan keluarga.®

menikah di bawah u menyesuaikan diri sehingga tidak
dapat mencapai tujuan pernikahan atau keluarga sakinah. Secara ekonomi
belum siap, sehingga memunculkan masalah baru yang mengakibatkan
tekanan dalam rumah tangga. Secara sosial bisa terjadi exsploitasi dan
secara psikologi belum siap mental dan bagi perempuan dari aspek

kedokteran belum siap untuk reproduksi.*

% Mubasyaroh, 2016, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi
Pelakunya” vol. 7, (STAIN Kudus), hIm. 387

% gaifullah, 2013, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung: PT. Refika Aditama, him. 155.

0 Beni Ahmad Saebani, 2013, Sosiologi Hukum, Bandung : CV pustaka setia, him. 151.
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Pernikahan menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan
semua anak keluarga. Pernikahan yang terancang dengan baik dan matang
akan menjadi pondasi yang kuat dalam membina rumah tangga, karena
suami maupun istri memiliki peran yang sama dalam mewujudkan
keluarga Sakinah mawadah warahmah.**

Di Indonesia penetapan untuk usia pernikahan undang-undang
pernikahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kini di perbaharui
dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 yang berbunyi

Bahwa perkawinan hanyg inkan apabila pria dan wanita sudah

mencapai umur 19 ahqﬁ BR tga]pl apapila calon mempelai itu belum

cukup um % perk1v@a gaka dapat mengajukan

dispensiisi nikah { ayat (2) dalam hal
penyimgdangan inta dispensasi ke
pengadila ng tua pihak pria atau
wanita. Da& m'%l i Si sebagai penyelesaian
kasus, apabilatgi 3 dah mengalami kecelakaan

yang tak pernah diduga ekarang) atau kultur budaya pada saat
pembentukan KHI timbul permasalahan masih banyak perempuan atau
laki-laki yang menikah pada usia di bawah umur. Undang-undang KHI
sebagai jalan solusi, jika di temukan agar tidak terjadi permasalahan yang
lebih lanjut.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 yakni

bahywa pernikahan dapat di laksanakan apabila pria dan wanita sudah

' Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, him. 18.
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mencapai umur 19 tahun. Dalam hal ini dari dalam Undang-Undang No 16
Tahun 2019 pada Pasal 7 Undang-Undang di atas dapat disimpulkan
bahwa menurut undang-undang batas usia menikah lakilaki dan
perempuan disamakan yaitu 19 tahun, tetapi apabila memang calon
mempelai yang ingin menikah tapi usia belum mencapai umur yang
dicantumkan maka harus dispensasi nikah di pengadilan.
D. Sosiologi Hukum
Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan

secara terpisah, yakni sosiolag hukum®. Secara terminologis yang

dimaksud dengan mqliEirﬂkg(in iMay hukum, melainkan berbagai
?\ r
bentuk kaidahg€0sialyatau norm j(aturan, undang-undang,

kebijakan,§ dan seb "'? engatur kehidupan

manusia dajam ber r ya atau gprang lain dan prilaku

atau tingka p%l depgan gkehidupan bangsa dan

bernegara. De a'ﬁ'&m' tepat merupakan kajian
<t

Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh
masyarakat, yang secara subtansial gejala sosial menjadi bagian penting dari
gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala
sosial. Hubungan timbal balik inilah yang penting untuk di pelajari secara

sosiologi dan filosofis®.

2 Beni Ahmad Saebeni, Op. Cit, him. 16.
3 Beni Ahmad Saebeni, Loc. Cit.
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Sosiologi akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang
hidup dan berlaku untuk masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum
sebagai gejala sosial berinteraksi dengan dengan gejala sosial yang lain,
dengan demikian sosiologi hukum adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan
yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang
persoalan hukum dihadapkan dengan gejala-gejala sosial lain dalam
masyarakat. Sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol
yang mungkin hidup kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang

relative tertib berketeraturan.*4

aidah moral yang

Ruang lingkup yang sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah
memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan
masyarakat dalam hubungan dengan tindakan melawan hukum,
tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penafsiran masyarakat terhadap

* gaifullah, Op. Cit, him.16.
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hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat.*> Adapun
secara umum adalah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala
sosial sehingga membentuk ke dalam suatu Lembaga sosial (sosial
institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan
pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok
manusia yang hidup di masyarakat atau dalam lingkup proses hukumnya
(law action) bukanlah terletak pada pristiwa hukumnya (law in the books).*®

Manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang

aknya, yang semuanya itu dinamakan

* Beni Ahmad Saebeni, Op. Cit, him. 20.

*® Sabian Utsman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

" Soerjono Soekanto & Mustafah Abdullah, 1982, Sosiologi Hukum Islam dalam Masyarakat,
Jakarta: CV.Rajawali,hlm. 222-223.
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